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I. UMUM 

Kontribusi PNBP memiliki arti penting dalam menunjang pendanaan 

pembangunan nasional. Sejalan dengan itu diperlukan mekanisme 

pengelolaan PNBP yang semakin profesional, transparan, dan bertanggung 

jawab sehingga PNBP dapat memberikan manfaat optimal untuk 

kemakmuran masyarakat. 

Instansi Pengelola PNBP dan Mitra Instansi Pengelola PNBP memiliki 

tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah hak negara  yang 

berasal dari PNBP dapat disetorkan ke kas negara secara tepat waktu dan 

tepat jumlah. Sementara itu, Menteri selaku pengelola fiskal, di samping 

memiliki tanggung jawab menyusun kebijakan di bidang PNBP, sesuai 

undang-undang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan 

pengelolaan PNBP. Karenanya, Menteri dan Pimpinan Instansi Pengelola 

PNBP berkewajiban mengoptimalkan fungsi pengawasan PNBP dalam 

lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang selanjutnya 

dapat didukung melalui kegiatan Pemeriksaan PNBP. 

Pemeriksaan PNBP bertujuan untuk menguji kepatuhan atas 

pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP oleh Wajib Bayar serta 

pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Peraturan Pemerintah ini mengatur                

tata cara Pemeriksaan PNBP yang meliputi: 
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1. Instansi Pemeriksa, Instansi Pengelola PNBP, dan Wajib Bayar yang 

diperiksa; 

2. Dasar Pemeriksaaan PNBP; 

3. Ruang lingkup Pemeriksaan PNBP; 

4. Pelaksanaan Pemeriksaan PNBP, yang mencakup tugas dan wewenang 

Instansi Pemeriksa, keikutsertaan pihak lain dalam Pemeriksaan 

PNBP, hak dari pihak yang diperiksa, dan jangka waktu pelaksanaan 

pemeriksaan; 

5. Hasil Pemeriksaan PNBP, yang terdiri dari temuan hasil pemeriksaan 

PNBP, tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan PNBP, pembahasan 

akhir atas laporan temuan hasil pemeriksaan PNBP, dan laporan hasil 

pemeriksaan; 

6. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; serta 

7. Monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan.  

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat 

mengoptimalkan penerimaan negara dari PNBP sebagai salah satu sumber 

pendanaan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, 

dengan tetap mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum 

dalam pemenuhan hak dan kewajiban PNBP, dalam rangka mewujudkan 

pengelolaan PNBP yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai 

dengan tujuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
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Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Instansi Pengelola PNBP dapat meminta dilakukan 

pemeriksaan terhadap Wajib Bayar berdasarkan hasil 

pengawasan Instansi Pengelola PNBP terhadap dokumen 

pembayaran PNBP dan laporan realisasi PNBP. 

Huruf b 

Instansi Pengelola PNBP dapat meminta dilakukan 

pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang mengajukan 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP, 

untuk meyakinkan penghitungan yang telah dilakukan oleh 

Wajib Bayar. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” antara lain untuk 

mengumpulkan informasi awal Pemeriksaan PNBP, termasuk 

hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah. 
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Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kriteria tertentu” antara lain 

formula penghitungan PNBP terutang tidak sederhana 

dan/atau berdimensi luas terhadap perhitungan kewajiban 

Wajib Bayar kepada negara di luar kewajiban PNBP 

dan/atau berdimensi hukum. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
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Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “dalam kondisi tertentu” antara lain: 

1. kondisi pemeriksaan yang membutuhkan sinergi, pertukaran 

data dan/atau keahlian tertentu. 

2. adanya permintaan Menteri dan/atau Pimpinan Instansi 

Pengelola PNBP meminta Instansi Pemeriksa untuk 

mengikutsertakan pihak lain dalam proses pemeriksaan. 

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemeriksa Pajak, 

Auditor Bea Cukai, PPNS, unit yang bertanggung jawab dalam 

pengelolaan PNBP dan/atau tenaga ahli tertentu yang 

berkompeten sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Yang dimaksud “bukti lain” antara lain berupa dokumen 

elektronik, dan bukti audio/visual yang terkait pemeriksaan. 

www.peraturan.go.id



No. 6613 -6- 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Contoh perhitungan PNBP Terutang: 

PNBP Terutang pokok yang belum dibayar sebesar Rp150 juta. 

Atas hal tersebut Instansi Pengelola dapat menetapkan: 

a. PNBP Terutang secara jabatan= Rp150 juta. 

b. Sanksi administratif berupa denda karena penetapan secara 

jabatan = 2 x Rp150 juta = Rp300 juta 

Jadi, total PNBP Terutang secara jabatan yang harus dibayar  

= a + b 

= Rp150 juta+ Rp300 juta = Rp450 juta 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pihak selain Wajib Bayar” antara lain 

dapat bersumber dari: 

a. Menteri; 

b. Mitra Instansi Pengelola PNBP; 

c. Badan Usaha lain. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain bank, akuntan 

publik, dan notaris atau pihak yang terkait dengan kegiatan 

usaha Wajib Bayar. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” antara lain 

kesulitan memperoleh data, kondisi geografis, lokasi 

pemeriksaan yang tersebar di berbagai wilayah, dan 

bertambahnya lokus pemeriksaan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Tambahan waktu penyampaian tanggapan tertulis atas temuan 

hasil pemeriksaan diperlukan antara lain sumber data yang 

tersebar atau  kondisi kahar. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “konsep laporan hasil pemeriksaan” 

termasuk di dalamnya tanggapan dari Wajib Bayar/Instansi 

Pengelola PNBP/Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “surat pemberitahuan tidak dapat hadir 

dalam pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan” dapat 

disampaikan antara lain dalam bentuk surat elektronik. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 
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Pasal 28 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “laporan hasil pemeriksaan” antara lain 

memuat kewajiban pembayaran PNBP Terutang dan/atau 

rekomendasi terkait Pengelolaan PNBP. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar” 

adalah surat yang menetapkan besarnya jumlah pokok PNBP 

Terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok PNBP, 

besarnya sanksi administratif, dan jumlah PNBP yang masih 

harus dibayar. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar” 

adalah surat yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran 

PNBP karena jumlah PNBP yang telah dibayarkan lebih besar 

daripada PNBP Terutang. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “Surat Ketetapan PNBP Nihil” adalah 

surat yang menetapkan tidak adanya kelebihan pembayaran 

PNBP dan/atau kekurangan pembayaran PNBP Terutang. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas. 
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